SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 244 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun
2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 55 Tahun 2020, namun dalam
perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang
mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur
serta untuk meningkatkan pelayanan dan
kemudahan bagi Wajib Pajak khususnya dalam
penerapan teknologi digital, Peraturan Wali Kota
termaksud perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat ...



Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun
1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan ...



10.

11

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 187);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2018 Nomor 7);
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 18)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 55);

12. Peraturan ...



Menetapkan

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 72 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 244 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN.

Pasal I
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2017 Nomor 18), yang telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Wali Kota:
a. Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2019 Nomor 12);
b. Nomor 55 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2020 Nomor 55);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 4, angka, 5,
angka 6, angka 17, angka 35, angka 37 dan angka
51 diubah, serta ditambah 2 (dua) angka yakni
angka 56 dan 57 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud

dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Bandung.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan
Daerah Kota Bandung.

5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Bandung.

6. Pejabat ...



6.

10.

11.

12,

13.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi
tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan
mendapat penugasan dari Kepala Bapenda
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat PBB adalah pajak atas Bumi dan/atau
Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota
Bandung.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang dapat dikenakan PBB.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi
dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan yang
mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi
tanah dan perairan pedalaman.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan pedalaman.

14. Nilai ...



14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya

15.

16.

17.

18.

19.

20.

disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP
pengganti.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
data subjek dan objek PBB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah
Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek
Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda
untuk memperoleh data Objek Pajak dan Subjek
Pajak sesuai prosedur pembentukan basis data.
Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan adalah kegiatan Subjek Pajak untuk
mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara
mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya
PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari menghimpun data objek dan Subjek
Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib

Pajak serta pengawasan penyetorannya.

21. Penagihan ...



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan
agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan
biaya penagihan dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan
menjual barang yang telah disita.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
Surat Ketetapan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah Surat Ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat
Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang
dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat
Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan
oleh pejabat untuk menegur atau
memperingatkan Wajib Pajak untuk
menyampaikan SPOP atau melunasi utang
pajak.

29. Penagihan ...



29.

30.

31.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah
tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan
oleh jurusita pajak daerah kepada Wajib Pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang
pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar
utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daerah
untuk menguasai barang atau harta Wajib Pajak
guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang
pajak menurut peraturan perundang-undangan.

32.Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana

33.

34.

35.

36.

tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan
penyanderaan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat
Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat
Keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib
Pajak terhadap SPPT, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN.

Keberatan adalah upaya administratif yang
diajukan Wajib Pajak kepada Wali Kota atau
Kepala Bapenda terhadap jumlah yang dijadikan
dasar penghitungan pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

37. Pemeriksaan ...



37. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan data

38.

39.

40.

41.

42.

yang dilakukan di luar kantor Bapenda dalam
rangka mencocokkan data objek dan Subjek
Pajak antara yang dilaporkan dalam SPOP
dengan data riil.
Pemeriksaan Administrasi adalah pemeriksaan
data yang dilakukan dalam upaya pencocokan
data berdasarkan berkas objek dan Subjek
Pajak.
Bangunan Cagar Budaya adalah susunan
binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau
benda buatan manusia untuk memenuhi
kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak
berdinding dan beratap.
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.
Masyarakat miskin adalah Wajib Pajak yang
memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan
dan/atau bangunan kurang dari 8m? (delapan
meter persegi) per orang dengan Kkontruksi
bangunan terbuat dari kayu/bamboo serta tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi
tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan
dirinya dan/atau keluarganya.
Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara
Indonesia yang bergabung dalam kesatuan
bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah
yang berperan secara aktif dalam suatu
peperangan menghadapi negara lain dan /atau
gugur dalam pertempuran untuk membela dan
mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, atau warga Negara
Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam
pasukan internasional di bawah mandat
Perserikatan Bangsa Bangsa untuk
melaksanakan misi perdamaian dunia, yang
telah ditetapkan sebagai penerima Tanda
Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

43. Janda/Duda...



43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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Janda/Duda Pejuang Kemerdekaan adalah
warga Negara  Republik Indonesia dari
isteri/suami Veteran Republik Indonesia yang
sudah meninggal.
Pejuang Sosial adalah warga negara Republik
Indonesia yang bertindak secara langsung
mencegah dan/atau menanggulangi masalah
sosial pada masyarakat, serta melakukan upaya
pengembangan sumber daya manusia dan
peningkatan kualitas hidup penyandang sosial
serta telah diakui Pemerintah.
Penilaian Individual adalah penilaian terhadap
Objek Pajak dengan cara memperhitungkan
semua karakteristik dari semua Objek Pajak.
Penilaian Massal adalah penilaian yang
sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang
dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan
dengan menggunakan suatu prosedur standar
yang dalam hal ini disebut Computer Assissted
Valuation (CAV).
Penetapan Massal adalah proses penghitungan
PBB terhutang atas sejumlah Objek Pajak dalam
satu wilayah kelurahan untuk satu tahun pajak
tertentu yang dilakukan pada saat tertentu
secara bersamaan dengan menggunakan
prosedur standar melalui bantuan komputer.
Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut
NOP adalah Nomor identifikasi Objek Pajak yang
mempunyai karakteristik unik, permanen,
standar dengan satuan blok dalam satu wilayah
administrasi pemerintahan kelurahan yang
berlaku secara nasional.
Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya
disebut NIR adalah Nilai Pasar rata-rata yang
dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona
nilai tanah.
Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut ZNT
adalah Zona geografis yang terdiri atas
sekelompok Objek Pajak yang mempunyai satu
Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalam satu
satuan wilayah kelurahan tanpa terikat pada
batas blok.

51. Sistem ...



Sl.

S52.

53.

54.

55.

56.

7.
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Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang
selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang
terintegrasi untuk mengolah informasi/data
objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
dengan bantuan  komputer, sejak dari
pengumpulan data (melalui pendaftaran,
pendataan dan penilaian), pemberian identitas
Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman
data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil
keluaran (berupa SPPT, DHKP, dan sebagainya),
Pemantauan penerimaan dan pelaksanaan
penagihan pajak, sampai dengan pelayanan
kepada Wajib Pajak melalui Bapenda.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang
selanjutnya disebut DBKB adalah Daftar yang
dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai
bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang
terdiri dari biaya komponen utama dan/atau
biaya komponen material bangunan dan biaya
komponen fasilitas bangunan.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut SSPD adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau ke
tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali
Kota.

Backup Data adalah proses
penggandaan/duplikasi data ke dalam media
penyimpanan data dengan tujuan untuk
keamanan dari kemungkinan rusak atau
hilangnya data yang tersimpan dalam hard disk.
Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah
warga negara Indonesia yang berperan secara
aktif dalam pasukan internasional di bawah
mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
rangka melaksanakan misi perdamaian dunia,
yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda
Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

SPPT PBB Elektronik selanjutnya disebut e-SPPT
adalah dokumen yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB yang terutang
kepada Wajib Pajak dalam format elektronik.
e-SPPT PBB yang selanjutnya disebut e-SPPT
adalah sistem yang digunakan untuk mengolah
dan menerbitkan penetapan PBB secara
elektronik.

2. Ketentuan ...
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Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 13
Wali Kota mendelegasikan wewenang kepada
Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk
dalam hal pemungutan PBB meliputi penetapan
ketetapan pajak, keberatan atas ketetapan
pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi.
Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk penghapusan
piutang pajak.
Kepala Bapenda menerbitkan SPPT, berdasarkan
SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1).
Dalam rangka meningkatkan efisiensi
pelaksanaan tugas, penandatanganan SPPT
dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk,
dengan cetakan tanda tangan dan cap basah
Bapenda.
Untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada
masyarakat, pendistribusian SPPT  dapat
bekerjasama dengan aparat Kecamatan dan
Kelurahan.
SPPT PBB dapat diterbitkan melalui:
a. pencetakan massal;
b. pencetakan dalam rangka:

1) pembuatan salinan SPPT PBB;

2) tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak
baru, mutasi objek dan/atau Subjek
Pajak, pembetulan dan keberatan SPPT;
dan

3) pembuatan e-SPPT PBB.

Format e-SPPT PBB sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b angka 3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota (Format
9.A).
Dalam hal pembuatan e-SPPT PBB, maka
penyampaiannya dapat melalui portal
sipp.bapenda.bandung.go.id, email, atau kanal
resmi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala
Bapenda.

(9) Dalam ...
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(9) Dalam hal keberatan SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2,
penerbitan SPPT dilakukan setelah terbitnya
Keputusan Keberatan.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT,
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
penerbitan salinan SPPT secara perorangan
ataupun secara kolektif kepada Bapenda.

(2) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT
dan Surat Keterangan NJOP diajukan secara
tertulis dengan melampirkan:

a. SSPD/Tanda lunas PBB 5 (lima) tahun
sebelumnya;

b. fotocopy KTP/SIM pemohon;

c. surat kuasa (apabila dikuasakan).

(3) Dalam hal SPPT sedang dilakukan cetak massal,
informasi NJOP dan besaran pajak terutang atas
Objek Pajak dapat diketahui oleh Wajib Pajak
dengan cara:

a. mengajukan permohonan kepada Bapenda;
atau
b. mengakses secara sistem daring (online).

(4) Dalam hal Objek Pajak belum terdaftar,
permohonan penerbitan salinan SPPT dan surat
keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek
Pajaknya terlebih dahulu.

(5) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT
PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
dilakukan secara elektronik melalui e-SPPT PBB
dengan mengakses portal
sipp.bapenda.bandung.go.id.

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15A
(1) Terhadap e-SPPT PBB, tanggal penyampaian
secara elektronik dipersamakan sebagai:
a. tanggal paling awal terkirimnya notifikasi
kepada Wajib Pajak; atau
b. tanggal paling awal status terunduh pada
e-SPPT oleh akun Wajib Pajak.
(2) Tanggal ...
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(2) Tanggal penerbitan e-SPPT PBB ditetapkan
adalah tanggal pada hari kerja pertama di bulan
Januari.

Ketentuan Pasal 41 diubah shingga Pasal 41
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan
membayar kelebihan pembayaran pajak kepada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
yang dilengkapi dengan keputusan hasil
pemeriksaan.

(2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung menerbitkan SP2D kelebihan
pembayaran pajak.

Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46A
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini,
ketentuan mengenai penyebutan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
BPPD pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor
244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, harus
disebut dengan Badan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bapenda.

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...
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Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 96 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN

SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN

ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK
PAJAK (SISMIOP) PBB



FORMAT 9.A

E BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA BANDUNG

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO. SPPT (NOP) :

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAIJIB PAJAK

OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS

_ NJOP (Rp)

JUMLAH

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)

NJOP untuk penghitungan PBB
PBB yang Terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANGHARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO
TEMPAT PEMBAYARAN :

INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK
NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEPALA

NAMA WP :

Letak Objek Pajak  : Kecamatan
Kelurahan

NO SPPT (NOP)

SPPT Tahun/Rp.

Diterima Tgl
Tanda Tangan

Nama Terang




FORMAT 56

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERKOTAAN

Klas

1 > 14.700.000,00

2 >13.600.000,00

3 >12.550.000,00

4 >11.550.000,00

5 >10.600.000,00

6 >9,700.000,00

7 > 8.850.000,00 s/d

8 > 8.050.000,00 s/d

9 >7.300.000,00 s/d
10 > 6.600.000,00 s/d
11 >5.850.000,00 s/d
12 >5.150.000,00 s/d
13 >4.500.000,00 s/d
14 >3.900.000,00 s/d
15 >3.350.000,00 s/d
16 >2.850.000,00 s/d
17 > 2.400.000,00 s/d
18 >2.000.000,00 s/d
19 > 1.666.000,00 s/d
20 >1.366.000,00 s/d
21 >1.034.000,00 s/d
22 > 902.000,00 s/d
23 > 774.000,00 s/d
24 > 656.000,00 s/d
25 > 534.000,00 s/d
26 > 476.000,00 s/d
27 > 382.000,00 s/d
28 > 348.000,00 s/d
29 > 272.000,00 s/d
30 > 256.000,00 s/d
31 > 194.000,00 s/d
32 > 188.000,00 s/d
33 > 136.000,00 s/d
34 > 128.000,00 s/d
35 > 104.000,00 s/d
36 > 92.000,00 s/d
37 > 74.000,00 s/d
38 > 68.000,00 s/d
39 > 52.000,00 s/d
40 < 52.000,00

PADA SE;I{RETARTHT

Salinan sesuai dengan aslinya

s/d 15.800.000,00
s/d 14.700.000,00
s/d 13.600.000,00
s/d 12.550.000,00
s/d 11.550.000,00
s/d 10.600.000,00

9.700.000,00
8.850.000,00
8.050.000,00
7.300.000,00
6.600.000,00
5.850.000,00
5.150.000,00
4.500.000,00
3.900.000,00
3.350.000,00
2.850.000,00
2.400.000,00
2.000.000,00
1.666.000,00
1.366.000,00
1.034.000,00
902.000,00
774.000,00
656.000,00
534.000,00
476.000,00
382.000,00
348.000,00
272.000,00
256.000,00
194.000,00
188.000,00
136.000,00
128.000,00
104.000,00
92.000,00
74.000,00
68.000,00

Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m2)

Nilai Jual Objek Pajak
Bangunan (Rp/m2)

15.250.000,00
14.150.000,00
13.075.000,00
12.050.000,00
11.075.000,00
10.150.000,00
9.275.000,00
8.450.000,00
7.675.000,00
6.950.000,00
6.225.000,00
5.500.000,00
4.825.000,00
4.200.000,00
3.625.000,00
3.100.000,00
2.625.000,00
2.200.000,00
1.883.000,00
1.516.000,00
1.200.000,00
968.000,00
823.000,00
700.000,00
595.000,00
505.000,00
429.000,00
365.000,00
310.000,00
264.000,00
225.000,00
191.000,00
162.000,00
132.000,00
116.000,00
98.000,00
83.000,00
71.000,00
60.000,00
50.000,00

WALI KOTA BANDUNG,

TITD.

YANA MULYANA

KEPALABAGIAN HUKUM

epata Tingkat |

NIP. 19760604 200604 1 002

RAH KOTA BANDUNG,



